PESISIA GELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang @ a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

b.  bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas telah dilakukan penyempurnaan berdasarkan pembahasan bersama
DPRD dan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat;

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2013,

Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 (Lembaran
Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643) ;




;Jal;dgang;lr.z:agsn Né)nll)or 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

: ebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L

gegara Repubpk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tsmbahan (LZ$:222
egara Republik Indonesia Nomor 3581);

Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambfhan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

([it;dagg—undang Nomor 1. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
% mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

gndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Ina:il Tapggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

onesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara' Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

ah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010;

Peraturan Pemerint

¢ 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Republik Indonesia Nomor 4578);

hun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

baran Negara Republik Indonesia Tahun
an Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomo
Daerah (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Ta
Kinerja Instansi Pemerintah (Lem
2006 Nomor 25, Tambahan Lembar:

4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71

Pemerintahan (Lembaran Negara
172, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
Republik Indonesia Nomor 5219);



0 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
aan Keuangan Daerah, scbagaimana telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
ang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

turan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
ian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran |
dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan |
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
h Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
a Daerah;

ran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
ok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah;

iuran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang

n Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
an 2013;

uran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang

bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
n Tahun Anggaran 2013;

turan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan
: Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah  Kabupaten
ir Selatan, schagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
34 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati
Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
1 Kevangan Dacrah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

N PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERTANGGUNGJIAWABAN  PELAKSANAAN ANGGARAN
N DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 g



Pasal 2

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a
tahun anggaran 2013 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp.1.024.915.513.557,28
b. Belanja Daerah Rp.984.964.275.870,00

Surplus/(defisit) Rp.39.951.237.687,28
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp.67.040.476.295,98

- Pengeluaran Rp.6.381.206.567,00

Pembiayaan Netto Rp.60.659.269.728,98

(2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(2.638.253.837,28)
dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.1.022.277.259.720,00
2. Realisasi Rp.1.024.915.513.557.28
Selisih lebih/ (kurang) Rp.(2.638.253.837,28)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.93.589.686.217,00 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.078.553.962.087,00
2. Realisasi Rp.984.964.275.870.00
Selisih lebih/ (kurang) Rp.93.589.686.217,00

¢. Selisih surplus/defisit dengan realisasi sejumlah Rp.(96.227.940.054,28) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(56.276.702.367,00)
2. Realisasi Rp.39.951.237.687.28
Selisih lebih/ (kurang) Rp.(96.227.940.054,28)

LA

ﬂ Selisih  anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan  sejumlah
~ Rp.(140.404.328,28) dengan rincian sebagai berikut:

elah perubahan Rp.66.900.071.967,00
Rp.67.040.476.295.98
Selisih lebih/ (kurang) Rp.(140.404.328,98)

anggaran  dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
.163.033,00 dengan rincian sebagai berikut:

aran pengeluaran pembiayaan

perubahan Rp.10.623.369.600,00

Rp.6.381.206.567.00
Selisih lebih/ (kurang) Rp.4.242.163.033,00

- anggaran  dengan realisasi pembiayaan  neto  sejumlah
.567.361,98) dengan rincian sebagai berikut:
pembiayaan neto

=
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Lampiran 111 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Lampiran Il : Neraca
Lampiran [Il : Laporan arus kas
Lampiran [V ; Catatan atas laporan keuangan

Pasal 7

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
b. Ikhtisar laporan kcuangag badan usaha milik daerah/p

erusahaan daerah tercantum




